BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

SEKRETARIAT

Alamat Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa
mbd( marl com Facebook Bawaslu Mbd Twaet Bawaslu mbd

Kode Pos : 97442

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG PENGANGKATAN PENERIMA UANG MUKA KECAMATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MALUKU
BARAT DAYA, PROVINSI MALUKU.

SEKRETARIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindaklanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat

—_ (1) Peraturan Sckretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Q Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala

J Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum  Provinsi, Panitia - - Pengawas Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum

. Kecamatan, maka dipandang perlu mengangkat Penerima Uang
Muka Kecamatan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, pada Kecamatan Se-
Kabupaten Malulm: Barat Daya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya
tercantum dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan '
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya ini;

c. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan
Struktural sebagaimana Keputusan Koordinator Sekrefariat Badan

N
” ' Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya ini,
dipandang cakap dan memenuhi syarat kepangkatan, kualifikasi
. dan kompetensi;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Koordinator
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku
Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negzra (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tabhun 2015 Tentang Fenetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya dengan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Inaonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009 {lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 164);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012
Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariai Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Keturahan/Desa, Panitia pengawas Permlihan
Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemilihan suara (Berita
Negara Republik mdonesia Tahun 2020 Nomor 20);

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat
Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.



" - Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

1.

Rekomendasi Camat Se- Kabupaten Maluku Barat Daya Tentang
Penyampaian nama Calon Penerima Uang Muka Kecamatan.

Surat Panitia  Pengawas  Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten
Maluku Barat Daya Tentang Pengusulan Calon Penerima Uang
Muka Kecamatan  Panwas  Kecamatan  kepada  Bawaslu
Kabupaten Maluku Barat Daya.

MEMUTUSKAN

: Mengangkat Penerima Uang Muka Kecamatan Panitia Pengawas

Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Barat Daya masing-
masing atas nama :

Penerima Uang Muka Kecamatan

1. | Bonifar Maromon Panwaslu Wetar Tinmur

Nip. 19850530 201412 1 001

Penerima Uang Muka Kecamatan

2. { Christian N. Letelay Panwaslu Pp. Terselatan

Nip. 19780930 200701 1 015

Penerima Uang Muka Kecamatan

3. | Simon Maika Panwasiu Wetar Barat

Nip. 19790203 200701 1013

Penerima Uang Muka Kecamatan

4. | Agustinus Maupula P lu Kisar Utar
Nip. 19820524 200801 1002 anwast n

Penerima Uang Muka Kecamatan
5. | Yolanda Romkeny, S.Pd panwf;‘lgu P. Wetang,

Nip. 19871030 201405 2001

Penerima Uang Muka Kecamatan

6. | Junita Warsoy, A.md Panwaslu Dawelor - Dawera

Nip. 19920614 201405 2 001

Penerima 1Jang Muka Kacamatan

7. i Simon N. Udimera Panwaslu P. Lakor

Nip. 19861128 201504 1 002

Penerima Uang Muka Kecamatan

8. | Henny Verawati Panwaslu Pp. Moa

Nip. 19861218 201001 2 022

Penerima Uang Miutka Kecamatan

9. | Kristian R. Lainata Panwaslu Wetar Utara

Nip. 19790521 201001 1 016

Penerima Uang Muka Kecamatan

10. | Julius Hematang Panwaslu Pp. Babar

Nip. 19811027 200111 1 020

Penerima Uang Muka Kecamatan

11. | Erna Emola Panwaslu Babar Timur

Nip. 19800712 201412 2 001

Penerima Uang Muka Kecamatan

1Z. | Saul Demny Panwaslu Damer

Nip. 19831030 201412 1 002

Penerima Uang iviuka Kecamaten

13. | Markus Louk Panwaslu P. Romang

Nip. 19910711 201101 1 003

14, | Kristina Katipana Penetrima Usng Muka Xecamatan
' Panwaslu W
Nip. 19760911 200801 2 009 anwaslu Wetar

: Penerima Uang Muka Kecamatan
15. | Jenny H.Kappy P Iu P. Letti
Nip. 19790314 201412 2 001 anwasid &

Penerima Uang Muka Kecamatan

16. | Kristiforus Ifaksaksily 2 M <
Nip. 19781109 201412 1 003 anwaslu P. Masela

Panariima Tlano Mild Kacramatan



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada

‘ 1.

, 2.
3.

4.

5.

PETIKAN Keputusan ini

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku di
Ambon;

Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Maluku di Ambon;

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat
Daya di Tiakur sebagai laporan;

Camat Se- Kabupaten Maluku Barat Daya masing-masing di Tempat;
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan masing-
masing di Tempat;,

disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestmya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Tiakur
14 Januari 2020

a.n. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI MALUKU
KOORDINATOR SEKRETRIAT
KABQE’ATEPFE MALUKU BARAT DAYA,
& : e A A S

4

T (1} colls 5N ., .- i o ’ :

ANDES UDIMERA, §.S0s. M.AP
NIP. 19781124 201101 1 003




